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ABSTRAK :

CATATAN :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat
(4) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan
Insentif Fiskal.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916),
UU 1 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 4, TLN No.6757), UU 28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.
202, TLN No.6827), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI
118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu R
141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pengelolaan Insentif Fiskal, Menteri selaku Pengguna Anggaran BUN Pengelolaan
TKD menetapkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pemimpin PPA BUN
Pengelolaan TKD, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai KPA
BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dan Direktur Sistem
Informasi dan Pelaksanaan Transfer sebagai KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan. KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan menyusun dan mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif
Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan
TKD. Penghitungan alokasi Insentif Fiskal berdasarkan penilaian kinerja Pemerintah Daerah. KPA
Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun DIPA BUN TKD
untuk Insentif Fiskal atau perubahan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal. Penyaluran Insentif
Fiskal clilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Insentif Fiskal untuk
penghargaan kinerja tahun sebelumnya tidak dapat digunakan untuk mendanai gaji, tambahan
penghasilan dan honorarium dan perjalanan dinas.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 November 2022 dan diundangkan pada
tanggal 23 November 2022.

- Lampiran halaman 26-39.



